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PERTANYAAN 

 
1. Apa pertanggungjawaban sanksi pidana seorang pengemudi kendaraan 

bermotor yang mengakibatkan dalam kecelakaan lalu lintas? 

2. Apa dasar hukum penerapan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan ? 

3. Pasal berapa dalam penerapan sanksi pindana bagi pelaku kecelakaan? 

4. Apa ancaman hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas ? 

5. Bagimana dalam perkara kecelakaan lalu lintas terhadap pihak kedua 
korban luka-luka atau meninggal, namun pihak pertama tidak memberikan 
bantuan. ? 

6. Apa pihak pertama bisa dikenakan ancaman hukuman dan merujuk dalam 
aturan perundang-undangan ?  

7. Apa perdamaian dapat menghilangkan tuntutan pidana terhadap si 
pengemudi yang menyebabkan kecelakaan ? 

8. Apa ada prioritas dalam penindakan jenis pelanggaran lalu lintas yang 
berpotensi mengakibatan laka lantas dan fatalitas korban kecelakan ? 

9. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan tindakan pidana kecelakaan 
lalu lintas ? 

10. Upaya apa saja dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas ? 

11. Upaya apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam  
tindakan pidana kecelakaan lalu lintas ? 

12. Bagaiamana prosedur tindakan penyidikan oleh kepolisian dalam 
kecelakaan lalu lintas ? 

 


